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A. Kebijakan Publik 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Menurut Nugroho (2009:130), kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan 
bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai 
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (Ketuhanan,kemanusiaan, 
Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan). Menurut buku 
Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano,1998:107) dalam Keban (2004:56) 
kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-
sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. 
Bahkan Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan 
bentuk intervensi yang kontinium oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang 
yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut 
berpartisipasi dalam pemerintahann. Disisi lain, Anderson dalam Islamy (2009:19) 
mendefinisikan kebijakan  negara sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan 
oleh badan-badan dan pejabat pemerintah .  
Sebagai implikasi turunan yang timbul dari pengertian kebijakan oleh 
Anderson dalam Winarno (2012:23) tersebut diantaranya: 
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a. Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 
tindakan yang berorientasi pada tujuan. 
b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-
pejabat pemerintah.  
c. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, 
jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu 
atau menyatakan akan melakukan sesuatu. 
d. Bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa 
bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif 
dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan 
sesuatu. 
e. Bahwa kebijakan pemerintah, setidak-tidaknya dalam arti positif, didasarkan atau 
selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa 
(otoritatif) 
Pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 
merupakan kewenangan pemerintah dalam membuat suatu keputusan untuk 
melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pemerintahan serta mempunyai 
tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat 
dan untuk mencapai suatu tujuan tersebut melalui langkah-langkah, dimana 
langkah satu dengan langkah yang lain saling berhubungan. Kebijakan seringkali 
dihubungkan sebagai tindakan politik, makna kebijakan menurut ilmuan politik 
Carl Friedrich dalam Abdul Wahab (2008:3) menyatakan bahwa kebijakan yaitu 
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tindakan yang mengarah tujuan yang diberikan oleh seseirang,kelompok atau 
pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-
hambatan tertentu dengan mencari peluang untuk mencari tujuan agar 
mewujudkan sasaran yang diinginkan. 
2. Aktor Kebijakan Publik  
Menurut Charles O.Jones dalam Abdul Wahab (2010:29), terdapat 4 
(empat) golongan yang terlibat dalam proses kebijaksanaan yakni: golongan 
rasionalis, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis. 
Ke empat aktor tersebut memiliki tujuan yang berbeda dalam kebijaksanaan 
publik.  
a. Golongan Rasionalis, identik dalam menggunakan metode-metode 
rasional apabila mengahadapi suatu permasalahan mengenai masalah 
publik. Gaya kerja golongan rasionalis cenderung seperti gaya kerja 
perencana yang komprehensif dengan berusaha untuk menganalisis semua 
aspek dari setiap isu yang muncul 
b. Golongan Teknisi, golongan ini tidak lebih dari rasionalis karena 
bidang keahliannya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses 
kebijaksanaan. Tujuan yang ingin di capai golongan ini biasanya 
ditetapkan oleh pihak lain di antara aktor yang ada. gaya kerja golongan 
teknisi umumnya menunjukan rasa antusiasme dan rasa kepercayaan yang 
tinggi apabila diminta untuk bekerja.  
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c. Golongan Inkrementalis, Golongan ini dapat diidentikkan dengan 
politisi, cenderung memiliki sikap kritis akan tetapi tidak sabaran . 
Golongan Inkrementalis menganggap tahap-tahap perkembangan 
kebijaksanaan dan implementasinya sebagai rangkaian proses penyesuaian 
terhadap hasil akhir dari suatu tindakan.  
d. Golongan Reformis (Pembaharu), golongan ini memiliki nilai-nilai 
yang mereka junjung tinggi yang berkaitan dengan upaya melakukan 
perubahan sosial, terkadang demi kepentingan kelompok tertentu. Gaya 
kerja golongan reformis ini sangat radikal dengan terkadang disertai 
dengan tindakan-tindakan konfrontasi dengan pihak pemerintah .   
Peran pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan penyediaan 
Ruang Terbuka Hijau dijelaskan secara umum dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Gresik No.  8 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah 
Kabupaten Gresik tahun 2010 – 2030 bahwa penataan ruang Kabupaten 
Gresik adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah 
kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka 
optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik. 
Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik di kabupaten 
Gresik sebagaimana pada pasal 7 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 
No. 10 tahun 2010 tentang penataan ruang, dilaksanakan secara terpadu oleh 
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instansi pemerintah daerah dan dapat bekerjasama dengan komponen 
masyarakat, swasta dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya. Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pengawasan dan penertiban 
terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau.  
Pengawasan terhadap peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau juga 
termasuk tugas dari Badan Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai dalam misi 
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik point ke lima yang didalamnya 
berbunyi menciptakan keindahan lingkungan dengan optimalisasi Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) dan sarana perkotaan, dan pada tugas pokok dan fungsi 
juga dijelaskan Badan Lingkungan Hidup memiliki tugas membantu Bupati 
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan (gresikkab.go.id). 
Dari penjelasan tentang peran pemerintah dalam penyediaan Ruang Terbuka 
Hijau dapat disimpulkan pemerintah masuk ke dalam golongan inkrementalis 
sesuai golongan yang terlibat dalam proses kebijaksanaan.  
Dijelaskan pula pada pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
oleh pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat atau pihak swasta 
dengan pemerinah memberikan penyuluhan tentang peranan Ruang Terbuka 
Hijau dalam peningkatan kualitas lingkungan, turut serta dalam meningkatkan 
kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan 
sumur resapan bagi daerah yang memungkinkan, pengelolaan sampah dan 
mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan atau lahan kosong lainnya 
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dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam 
dalam pot. Pihak swasta dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan 
masyarakat dalam membangun dan memelihara ruang terbuka hijau, 
Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan 
dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau disekitar industri 
pihak swasta dan Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah 
ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa 
pengecualian. 
3. Proses Kebijakan Publik   
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan tahapan yang saling 
bergantung satu sama lain dan terdapat serangkaian urutan waktu tertentu 
diantaranya: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 
implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahap-tahap kebijakan 
publik menurut William Dunn (1999:22) adalah sebagai berikut : 
a. Tahap Penyusunan Agenda. 
Agenda setting adalah sebuah  fase dan proses yang sangat strategis dalam 
realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk 
memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam 
agenda publik dipertaruhkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status 
sebagai masalah publik, dan mendapat prioritas dalam agenda publik, maka 
isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari 
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pada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan 
suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu 
kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan 
(policy problem). Issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat 
di antara aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau 
pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut 
William Dunn  (1999), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari 
adanya perdebatan baik dengan rumusan,rincian,penjelasan maupun penilaian 
atas suatu maslaah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu 
agenda kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan 
berdasarkan tingkat urgensi dan esensi serta keterlibatan stakeholder. Sebuah 
kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi,esensi, dan keterlibatan 
stakeholder. 
b. Tahap Formulasi Kebijakan  
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 
pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 
dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 
berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) 
yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke 
dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing 
alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 
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memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor mengusulkan 
pemecahan masalah terbaik. 
c. Tahap Adopsi/Legitimasi Kebijakan 
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 
kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi 
dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga 
atau keputusan peradilan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas 
pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu 
masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti 
arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan 
pemerintah yang sah.  
d. Tahap Implementasi Kebijakan  
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan 
program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah 
harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 
maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil 
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya 
finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan 
saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapatkan dukungan 
para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan 
ditentang oleh para pelaksana. 
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e. Tahap Evaluasi/Penilaian Kebijakan 
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 
untuk melihat sejauh mana kebijkan yang dibuat telah mampu memecahkan 
masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang 
diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. 
Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang 
menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak 
yang diinginkan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai 
kegiatan yang menyangkut  estimasi atau penilaian kebijakan yang 
menyangkup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi 
dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan 
tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam 
seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi 
tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang 
diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun 
tahap dampak kebijakan.  
B. Implementasi Kebijakan Publik  
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik  
Implementasi dapat diartikan sebagai proses dalam pelaksanaan sebuah 
kebijakan. Dimana implementasi kebijakan tersebut merupakan segala 
tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi pemerintah dari kebijakan yang 
22 
 
telah disusun. Implementasi adalah bagian terpenting dari sebuah proses 
kebijakan publik. Kebijakan yang telah dibuat dengan rapi, dan kuat tidak 
akan ada artinya jika tanpa adanya implementasi yang baik. Menurut Nugroho 
(2009:494), menyebutkan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya 
adalah cara agar kebijakan mencapai sebuah tujuannya dengan sesuai yang 
diinginkan. Untuk mengimplementasi kebijakan publik ada dua langkah yaitu 
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 
formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik itu sendiri.   
Implementasi kebijakan merupakan  tahap yang krusial dalam proses 
kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar 
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart 
dalam Winarno (2012:147),  
implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan 
tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. 
Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan 
undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 
meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi 
pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin 
dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (Output) maupun 
sebagai suatu dampak (Outcome). 
 
Ripley dan Franklin (1982) dalam Winarno (2012:148) berpendapat 
bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 
ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 
(benefit), atau suatu  jenis keluaran yang nyata (tangible output), istilah 
implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan 
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maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh 
para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa 
tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khusus para birokrat, yang 
dimaksudkan untuk membuat program berjalan. 
Dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 
dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang apabila dikaitkan dengan 
kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu 
dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian 
didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah 
kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai 
dampak atau tujuan yang diinginkan. 
2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik 
Fungsi implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab (2012:141) 
yaitu dianggap sebagai suatu proses untuk membentuk suatu hubungan yang 
memungkinkan tujuan-tujuan ataupun saran-saran kebijakan publik 
diwujudkan  sebagai “outcome”  (hasil akhir) yang bertujuan melaksanakan 
keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Tachjan 
(2006:26) Fungsi dan tujuan implementasi ialah membentuk suatu hubungan 
yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik 
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dapat diwujudkan sebagai hasil akhir (outcome) dari kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah. 
 
Menurut T. B. Smith dalam Akib (2010:2) mengakui bahwa ketika 
telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat 
mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan 
(Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Jika divisualisasikan akan terlihat 
bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi 
nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program 
aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan 
sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis 
besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan 
implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program 
berdasarkan tujuan kebijakan 
Sementara itu, Grindle dalam Winarno (2012:149) juga memberikan 
pandanganya tentang impelmentasi dengan mengatakan bahwa secara umum, 
tugas implementasi yaitu membentuk  suatu hubungan keterkaitan yang 
memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa dilaksanakan sebagai dampak dari 
suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu mencakup terbentuknya “a policy 
delivery system” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan 
dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Menurut Meter 
dan Horn dalam Budi Winarno (2012:102), Implementasi kebijakan sebagai 
25 
 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-
kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan- 
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan yang ada 
sebelumnya.  
3. Model Implementasi Kebijakan Publik  
Menurut Abdul Wahab (2010:501) Rencana adalah 20% keberhasilan, 
implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana 
mengendalikan implementasi. Terdapat 8 model implementasi dari para 
ilmuan yaitu: 
a. Model Van Meter dan Van Horn  
Tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel 
bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan Van Meter dan 
Van Horn dalam Winarno (2012:159), tetapi juga menjelaskan hubungan-
hubungan antara variabel bebas dan terikat. Lebih dijelaskan pula untuk 
menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-
keputusan kebijaksanaan yang dilaksanakan. Variabel-variabel tersebut 
diantaranya : 
a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan 
Menurut Van Meter dan Van Horn indikator-indikator kinerja 
merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi 
kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana 
ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah 
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direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna 
dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara 
menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah 














Model Proses Implementasi Kebijakan 
Sumber : Budi Winarno, 2012:160 
 
b) Sumber-Sumber Kebijakan 
Di samping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan,yang 
perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan 
adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak 





























kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau 
incentive lain yang mendorong dan memperlancar implementasi 
yang efektif.  
c) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanan 
Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab 
dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu perlu kejelasan ukuran dan 
tujuan, ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan 
konsistensi keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang 
dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. 
d) Karakteristik Badan-Badan Pelaksana 
Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasikan banyak 
karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi 
pencapaian kebijakan peminat politik birokrasi. Dalam melihat 
karakteristik badan-badan pelaksana, sepertinya dinyatakan oleh 
Van Meter dan Van Horn, maka adanya hubungan dengan struktur 
birokrasi hal itu tidak bisa lepas. Struktur birokrasi diartikan 
sebagai karakteristik, norma-norma yang mempunyai hubungan 
baik potensial maupun nyata dengan apa yang para peminat politik 





e) Kondisi-Kondisi Ekonomi,Sosial dan Politik 
Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik 
merupakan pusat perhatian yang besar, sekalipun dampak dari 
faktor-faktor tersebut pada implementasi keputusan-keputusan 
kebijakan mendapat perhatian kecil namun menurut Van Meter 
dan Van Horn faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam 
terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. 
f) Kecenderungan Pelaksana 
Kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi 
kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan 
negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap 
menentang tujuan dan program maka dari itu adanya peranan 
pengawasan dan pelaksanaan untuk  menjelaskan perbedaan-
perbedaan kefektifan implementasi. Oleh karena itu, para pengkaji 
implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu 
yang berasal dari unsur keenderungan yang beragam. 
b. Model Mazmanian dan Sabatier 
Model Mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka analisis 
implementasi (A Framework for Implementation Analysis). Duet Mazmanian 
Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga 
variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah 
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dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis 
pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. 
Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk 
menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan 
konsistensi tujuan. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses 
implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan 
pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, 
hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah 
pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun 
keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 
c. Model Hogwood dan Gun  
Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah 
pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-
kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas menunjukan 
mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional. Terdapat 8 
(delapan) syarat berkenaan dengan model Hogwood dan Gun. 
d. Model Goggin  
Malcom Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa 
yang disebutnya sebagai “communication model” untuk implementasi 
kebijakan, yang disebutnya sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi 
Kebijakan”. Goggin, dkk. Bertujuan mengembangkan sebuah model 
implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan 
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pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen, 
intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor komunikasi sebagai 
penggerak dalam implementasi kebijakan.  
e.  Model Grindle  
Model implementasi kebijakan menurut Merilee S.Grindle dalam Wibawa 
dalam Nugroho (2009:510), model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan 
dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah 
kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. 
Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan 
tersebut. Namun jika dicermati model Grindle memiliki  keunikan yang 
terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, 
khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, 
dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara  para aktor implementasi, 
serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. 
f.  Model Elmore, dkk. 
Model yang disusun Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern & 
David O’porter, model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor 
yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: 
tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model 
implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong 
masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijkanya atau tetap 
melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Oleh karena 
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itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik 
yang menjadi target atau kliennya. Harus sesuai juga dengan pejabat eselon 
rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya 
diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui 
lembaga-lembaga kemasyarakatan. 
g.  Model Edward 
Model implementasi Menurut George C.Edwards  yang dijelaskan oleh 
Winarno (2012:177)  
Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan kebijakan 
publik , antara pembentukan suatu kebijakan dengan resiko-resiko 
kebijakan yang akan berpengaruh pada masyarakat. Jika suatu 
kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah-masalah yang ada 
pada masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan 
itu dikatakan gagal sekalipun implementasi dilaksanakan dengan baik 
dan sesuai. Terdapat 4 (empat) variabel penting dalam implementasi 
kebijakan, Faktor-faktor tersebut diantaranya Komunikasi,sumber-
sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur 
birokrasi. Menurut Edwars, keempat faktor tersebut berpengaruh 
terhadap implementasi kebijakan dengan berinteraksi satu sama lain 
untuk membantu pelaksanaan impelentasi kebijakan, maka pendekatan 
yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan 
membahas semua faktor tersebut sekaligus.  
 
 
h. Model Nakamura & Smallwood 
 
Menurut Nakamura dalam Nugroho (2009:513) model ini menggambarkan 
proses implementasi kebijakan secara detail. Begitu detailnya, sehingga 
model ini relatif relevan diimplementasikan pada semua bentuk kebijakan. 
Salah satu pengembangannya antara lain dilakukan oleh Djojosoekarto 
dalam Nugroho (2009:513) untuk memahami peran DPRD dalam 
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implementasi kebijakan dari pusat ke daerah, dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah. Praktikalitas ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap 
para paraktisi kebijakan, yang justru mendekatkan antara ilmuwan kebijkan 
dan praktisi kebijakan.  
 Dari ke delapan model implementasi kebijakan oleh para ahli  yang 
telah dipaparkan peneliti diatas penelitian ini memilih model implementasi 
menurut Van Meter dan van Horn dimasukkan ke dalam fokus penelitian. 
Dalam model implementasi tersebut dijelaskan terdapat empat variabel yang 
mempengaruhi kebijakan publik. Model ini juga Mengandaikan bahwa 
impelementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, 
implementor, dan kinerja kebijakan publik.   
4. Syarat-syarat Implementasi Kebijakan Publik 
Menurut penjelasan Hogwood dan Gun dalam  Abdul Wahab  
(2010:71) untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara 
sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan 
tertentu yaitu : 
a. Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh Badan/Institusi Pelaksana 
Tidak akan Menimbulkan Gangguan/Kendala Serius 
Beberapa kendala/hambatan pada saat implementasi kebijaksanaan 
seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-
hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijaksanaan dan 
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badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya bersifat fisik 
meupun bersifat politis. Kendala-kendala semacam ini cukup jelas dan 
mendasar sifatnya, sehingga sedikit sekali yang bisa diperbuat oleh para 
administrator guna mengatasinya. Dalam hubungan ini yang mungkin 
dapat dilakukan para administrator ialah mengingatkan bahwa 
kemungkinan-kemungkinan semacam itu perlu dipikirkan matang-matang 
pada waktu merumuskan kebijakan. 
b. Untuk Melaksanakan Program Tersedia Waktu dan Sumber-sumber 
yang Cukup Memadai 
  Syarat kedua ini tumpang tindih dengan syarat pertama di atas, dalam 
pengertian bawa kerapkali ia muncul di antara kendala-kendala yang bersifat 
eksternal. Jadi, kebijaksanaan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan 
politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. 
Alasan yang biasanya dikemukakan ialah terlalu banyak harapan dalam waktu 
yang terlalu pendek, khususnya jika persoalannya menyangkut sikap dan 
prilaku. Alasan lainnya ialah bahwa para politisi kadangkala hanya peduli 
dengan pencapaian tujuannya, namun kurang peduli dengan penyediaan 
sarana untuk mencapainya. Sehingga tindakan-tindakan pembatasan 
pemotongan terhadap pembiayaan program mungkin akan membahayakan 





c. Perpaduan Sumber-sumber yang Diperlukan Benar-benar Tersedia  
Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua diatas, 
dalam artian bahwa di satu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala 
pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan di lain pihak, pada setiap 
tahapan proses implementasinya perpaduan di antara sumber-sumber ternyata 
harus benar-benar dapat disediakan. Dalam praktek, khususnya bila hal itu 
menyangkut proyek-proyek konstruksi seringkali terjadi hamabatan yang 
serius. Misalnya, perpaduan antara dana, tenaga kerja, tanah, peralatan, dan 
bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun proyek tersebut 
seharusnya dapat dipersiapkan secara serentak, namun ternyata salah satu atau 
mungkin kombinasi dari beberapa sumber tersebut mengalami kelambatan 
dalam penyediaan sehingga berakibat proyek tersebut tertunda pelaksanaan 
dan penyelesaiannya dalam beberapa bulan. 
d. Kebijaksanaan yang Akan di Implementasikan Didasari oleh Suatu 
Hubungan Kausalitas yang Andal 
Kebijaksanaan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara 
efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan 
melainkan karena kebijaksanaan itu telah didasari oleh tingkat pemahaman 
yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi. Dalam 
kaitan ini Presman dan Wildavsky dalam Abdul Wahab (2010:74), 
menyatakan secara tegas bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah pada 
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hakikatnya memuat hipotesis mengenai kondisi-kondisi awal dan akibat-
akibat yang diramalkan bakal terjadi sesudahnya.  
e. Hubungan Kausalitas Bersifat Langsung dan Hanya Sedikit Mata 
Rantai Penghubungnya 
Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari 
kebijaksanaan jauh lebih kompleks daripada sekadar berupa: jika X dilakukan, 
maka terjadi Y dan mata rantai hubungan kausalitasnya hanya sekedar jika X, 
maka terjadi Y, dan Y terjadi maka akan diikuti oleh Z, dalam hal ini 
Pressman dan Wildavsky memperingatkan, bahwa kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang hubungan sebab-akibatnya tergantung pada mata rantai 
yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalamin keretakan, sebab 
semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal-balik 
di antara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks 
implementasinya. 
Dengan kata lain, semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin 
besar pula resiko bahwa beberapa di antaranya kelak terbukti amat lemah atau 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik.  
f. Hubungan Saling Ketergantungan Harus Kecil 
Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya 
terdapat Badan pelaksana tunggal (single agency), untuk keberhasilan misi 
yang diembannya, tidak perlu tergantung pada Badan-badan lain, atau 
kalaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan-badan atau instansi-
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instansi lainnya, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi 
ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam antrian jumlah maupun 
kadar kepentingannya.  
 
g. Pemahaman yang Mendalam dan Kesepakatan Terhadap Tujuan 
Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh 
mengenai, dan kesepakatan terhadap, tujuan atau sasaran yang akan dicapai, 
dan yang penting, keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses 
implementasi. Tujuan tersebut haruslah dirumuskan dengan jelas, spesifik, 
dan lebih baik lagi apabila dapat dikuantifikasikan, dipahami serta disepakati 
oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi, 
mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman dengan mana 
pelaksanaan program dapat dimonitor. 
 
h. Tugas-tugas Diperinci dan Ditempatkan dalam Urutan yang Tepat  
Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayunkan 
langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih 
dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat 
seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat. 
Kesukaran-kesukaran untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna 
ini tidak dapat kita sangsikan lagi. Disamping itu, juga diperlukan, bahkan 
dapat dikatakan tidak dapat dihindarkan, keharusan adanya ruang yang cukup 
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bagi kebebasan bertindak dan melakukan improvisasi, sekalipun dalam 
program yang telah dirancang secara ketat. Tentu saja akan masih ada 
persoalan-persoalan manajerial yang lain, semisal upaya untuk menjamin 
bahwa tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan benar dan tepat pada 
waktunya serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan 
apabila ternyata pelaksanaan tugas tersebut tidak sesuai dari rencana. 
i. Komunikasi Dan Koordinasi yang Sempurna  
Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan 
koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat 
dalam program. Hood dalam Abdul Wahab (2010:77) dalam hubungan ini 
menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna barangkali 
diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal (unitary administrative 
system). Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya 
koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang 
benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa 
diwujudkan.  
j. Pihak-pihak yang Memiliki Wewenang Kekuasaan Dapat Menuntut 
dan Mendapatkan Kepatuhan yang Sempurna  
Pernyataan terakhir ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi 
ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dari 
siapapun dalam sistem administrasi itu. Apabila terdapat potensi penolakan 
terdapat perintah itu maka ia harus dapat diidentifikasi oleh kecanggihan 
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sistem informasinya dan dicegah sedini mungkin oleh sistem pengendalian 
yang handal. Dengan kata lain, persyaratan ini menekankan bahwa mereka 
yang memiliki wewenang seharusnya juga mereka yang memiliki kekuasaan 
mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan 
serentak dari pihak-pihak lain.  
Dari beberapa pendapat ahli disimpulkan bahwa model implementasi 
adalah salah satu tahapan dari proses pembuatan suatu kebijakan dimana 
mencakup banyak interaksi dari beberapa aspek atau variabel. Maka dari itu 
tidak ada yang tidak penting dalam suatu tahapan implementasi kebijakan 
semua tahap penting karena saling berhubungan, jika tahap implementasi 
sudah sangat baik akan tetapi kebijakan tidak tepat dan tidak mengurangi 
sebuah masalah juga implementasi kebijakan dikatakan tidak berhasil. 
C. Kebijakan Lingkungan  
1. Kebijakan Lingkungan Dalam Administrasi Publik 
Kajian ilmu administrasi publik memiliki cakupan dan ruang lingkup 
yang sangat luas, hal ini dapat dilihat dari teori-teori yang ada pada proses 
administrasi publik serta perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah 
yang dihadapi masyarakat. Henry dalam Keban (2004: 8) memberikan 




a. Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-
model organisasi, dan perilaku birokrasi. 
b. Manajamen publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu 
manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan 
manajemen sumber daya manusia. 
c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik 
dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan 
etika birokrasi 
 
Berbeda dengan Keban (2004:10) yang membagi ruang lingkup 
administrasi publik kedalam beberapa dimensi strategis. Dimensi-dimensi 
strategis tersebut adalah: 
a. Dimensi Kebijakan 
b. Dimensi Organisasi 
c. Dimensi Manajemen 
d. Dimensi Moral dan Etika 
e. Dimensi Lingkungan 
f. Dimensi Akuntabilitas Kinerja  
 
Dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan dalam mencapai tujuan. 
Keban menyatakan bahwa dimensi ini menggambarkan bukti nyata tentang 
kehadiran dan kegunaan rill dari administrasi negara, salah satunya adalah 
dimensi kebijakan, dimana dimensi kebijakan menyangkut pembuatan 
keputusan untuk mencapai tujuan dan cara alternatif terbaik untuk mencapai 
tujuan (Keban, 2004:10-11). 
Menurut Barton dan Chappel dalam Keban (2004:5) melihat 
Administrasi Publik sebagai “the work of government” atau pekerjaan yang 
dilakukan pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personel 
dalam memberikan pelayanan kepada publik. Masih terkait personel publik, 
Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) 
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adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan 
dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan 
mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dua 
pengertian ini melihat administrasi publik sebagai proses memecahkan 
masalah-masalah publik khususnya permasalahan Lingkungan. 
Menurut Stewart dan Krier dalam Rangkuti (2005:10), Kebijakan 
Lingkungan adalah setiap tindakan sengaja diambil atau tidak diambil) untuk 
mengelola kegiatan manusia dengan maksud untuk mencegah, mengurangi, 
atau mengurangi efek yang merugikan pada sumber daya alam dan 
memastikan bahwa buatan manusia, perubahan lingkungan tidak memiliki 
efek berbahaya pada manusia dan menimbulkan keuntungan dan manfaat bagi 
semua element makhluk hidup.  
Dari ruang lingkup dan beberapa pengertian yang diungkapkan oleh 
pakar-pakar tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan Lingkungan 
merupakan salah satu bagian yang dilakukan oleh administrasi publik. Lebih 
jelas peneliti melihat dari dimensi-dimensi administrasi publik yang 
diungkapkan oleh Keban. Dari dimensi-dimensi tersebut dapat dilihat bahwa 
kebijakan Lingkungan merupakan salah satu dari dimensi strategis. Hal ini 
memperlihatkan bahwa administrasi publik sudah sampai pada ranah 





D. Ruang Terbuka Hijau  
1. Definisi Ruang 
Ruang umum Menurut Rustam dalam Budihardjo (2009:89)  pada 
dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung 
aktivitas/kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu 
maupun kelompok. Menurut Kant dalam Budihardjo (2009:90), bentuk 
ruang umum sangat bergantung kepada pola dan susunan massa bangunan. 
Ruang bukanlah suatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan 
manusia. Selain itu  menurut Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang 
daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai alat satu kesatuan wilayah, 
tempat dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta 
memelihara kelangsungan hidupnya.  
Sedangkan menurut Plato dalam Budihardjo (2009:90) ruang adalah 
suatu kerangka atau wadah dimana objek dan kejadian tertentu berada. 
Dapat disimpulakan dari penjelasan diatas bahwa ruang secara umum 
yaitu tempat yang difungsikan untuk melakukan suatu kegiatan atau 
aktifitas sehari-hari oleh individu/kelompok tergantung oleh tujuan 
masing-masing individu/kelompok untuk mencapai keinginan masing-





2.  Definisi Ruang Terbuka  
 Ruang terbuka pada dasarnya merupakan suatu wadah yang mampu 
menampung aktivitas tertentu dari masyarakat di suatu wilayah baik 
secara individu maupun kelompok. Menurut Hakim dalam Budihardjo 
(2013:89), Ditambahkan Budihardjo ruang terbuka tersebut direncanakan 
karena kebutuhan akan tempat-tempat terbuka untuk aktivitas bersama dan 
relasi antara banyak orang. Sedangkan menurut Peraturan Dalam Negeri 
No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 
Perkotaan, ruang terbuka didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota 
atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun 
dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaanya lebih 
bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa pembangunan. 
 
3. Definisi Ruang Terbuka Hijau 
a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau 
Menurut Peraturan daerah Kabupaten Gresik No.10 tahun 2010 
pasal 1 point ke-7 tentang penataan ruang terbuka hijau Ruang terbuka 
hijau yaitu area memanjang/jalur atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 




Pengertian ruang terbuka hijau yang juga disampaikan oleh 
Rustam (2010) yaitu: 
kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh 
tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, 
dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan 
prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk 
meningkatkan kualitas atmosfer,menunjang kelestarian air dan 
tanah, Ruang Terbuka Hijau (Green openspaces) ditengah-tengah 
ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas 
tata ruang kota. 
 
Dari beberapa pengertian ruang terbuka hijau dapat disimpulkan 
bahwa ruang terbuka hijau yaitu suatu kawasan terbuka yang disediakan 
oleh pemerintah untuk menyeimbangkan antara pembangunan yang ada 
disuatu wilayah dengan kelestarian lingkungan disekitar.  
b. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau 
Fungsi Ruang Terbuka Hijau menurut Permendagri No.1 Tahun 2007  
1) Fungsi ekologis Ruang terbuka hijau yaitu dapat meningkatkan 
kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan 
pengatur iklim mikro. 
2) Fungsi sosial-ekonomi yaitu untuk memberikan fungsi sebagai 
ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota. 
3) Fungsi evakuasi yaitu untuk tempat pengungsian saat terjadi 
bencana alam. 




5) Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan 
lingkungan buatan di perkotaan; dan 
6) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, 
bersih dan nyaman. 
Manfaat Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) 
1) Sarana untuk mencerminkan identitas daerah; 
2) Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan; 
3) Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial; 
4) Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; 
5) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan kualitas daerah; 
6) Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan 
manula; 
7) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; 
8) Memperbaiki iklim mikro; dan  
9) Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan. 
c. Bentuk Ruang Terbuka Hijau 
Dalam makalah lokakarya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah 
Perkotaan oleh Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur 
Lanskap, Fakultas Pertanian-IPB, bentuk Ruang Terbuka Hijau dapat 
dibedakan berdasarkan bobot-bobotnya, 
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Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk Ruang Terbuka Hijau dapat 
diklasifikasikan menjadi: 
1) Bentuk Ruang Terbuka Hijau alami (habitat alami, kawasan 
lindung), dan 
2) Bentuk Ruang Terbuka Hijau non alami atau Ruang Terbuka Hijau 
binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olahraga, 
pemakaman)  
Berdasarkan sifat dan karakter diklasifikasikan menjadi: 
1) Bentuk RTH kawasan (areal, non linear) 
2) Bentuk RTH jalur (koridor, linear) 
Berdasarkan pengunaan lahan atau kawasan fungsionalnya 
diklasifikasikan  menjadi: 
1) RTH kawasan Peraturan Daerahgangan 
2) RTH kawasan perindustrian 
3) RTH kawasan pemukiman 
4) RTH kawasan pertanian, dan 
5) RTH kawasan-kawasan khusus seperti pemakaman, hankam, 
olahraga, alamiah 
d. Kriteria umum Ruang Terbuka Hijau 
Untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan fungsi dan 
aturan, maka terdapat kriteria yang harus dipenuhi dalam proses 
implementasinya. Permendagri No.1 tahun 2007 tentang Penataan 
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Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan, telah memberikan beberapa 
pedoman yang meliputi tujuan, fungsi dan manfaat yang dijadikan 
pedoman dalam proses pengadaan ruang terbuka hijau. Dalam 
permendagri telah diatur pembentukan jenis Ruang Terbuka Hijau 
Kawasan Perkotaan (RTHKP) yaitu: 
1) Pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar 
aspek biogeografis dan stuktur ruang kota serta estetika 
2) Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada bagian 1 
mencerminkan karakter alam atau budaya setempat yang bernilai 
ekologis, historik, panorama yang khas dengan penerapan 
teknologi. 
Sedangkan Jenis-jenisnya meliputi: 
1. Taman kota; 
2. Taman wisata alam; 
3. Taman rekreasi; 
4. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman; 
5. Taman lingkungan perkantoraan dan gedung komersial; 
6. Taman hutan raya; 
7. Hutan kota; 
8. Hutan lindung; 
9. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; 
10. Cagar alam; 
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11. Kebun raya; 
12. Kebun binatang; 
13. Pemakaman umum; 
14. Lapangan olahraga; 
15. Lapangan upacara; 
16. Parkir terbuka; 
17. Lahan pertanian perkotaan; 
18. Jalur bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); 
19. Sempadan sungai, pantai, bangnan dan rawa; 
20. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas; 
21. Kawasan dan jalur hijau; 
22. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara, dan 
23. Taman atap (roof garden) 
E. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Publik 
Implementasi merupakan wujud nyata dalam proses mencapai tujuan-
tujuan yang diinginkan kedalam suatu tindakan. Dalam implementasi terdapat 
faktor pendukung dan penghambat sebuah implementasi kebijakan, dikatakan 
berhasil tidaknya implementasi kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor 
yang berasal dari organisasi atau badan penyelenggara. Kelompok sasaran 
juga menjadi faktor yang menentukan berhasil tidaknya implementasi dari 
suatu kebijakan, yaitu tergantung dari dukungan yang diberikan oleh objek 
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kebijakan, dari penelitian ini disebutkan bahwa faktor pendukungnya 
kebanyakan dari dalam internal sendiri.  
Faktor Penghambat juga ada disetiap implementasi kebijakan tentunya   
megandung resiko kegagalan, Hogwood dan Gunn dalam Abdul Wahab 
(2008: 61-62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) 
dalam dua kategori, yakni:  
a. Non-implementation (tidak bisa terimplementasikan),  artinya  bahwa  
suatu kebijaksanaan   tidak   dilaksanakan   sesuai dengan rencana, 
mungkin karena pihak- pihak yang terlibat di dalam pelaksanaanya 
tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja  secara  tidak  
efisien,  bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya 
menguasai permasalahan. 
b. Unsuccessful Implementation (implementasi  tidak  berhasil),  artinya  
manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai 
dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang ternyata 
tidak menguntungkan, maka kebijaksanaan tersebut tidak berhasil 
dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. 
Biasanya   kebijaksanaan   yang   memiliki resiko untuk gagal tersebut 
disebabkan faktor-faktor berikut: pelaksanaannya yang buruk  (bad  
execution)  dan  kebijakan  itu bernasib jelek (bad luck). 
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Dalam penelitian ini juga disebutkan faktor penghambat dari 
implementasi kebijakan  ini  yakni  faktor  yang  bisa  dari dalam atau luar, 
sekalipun faktor penghambat ini tidak sampai pada tahap unsucceesful 
implementation atau bahkan Non-implementation tapi tetap saja pembenahan 
perlu dilakukan supaya kebijakan yang dihasilkan jadi maksimal. 
 
Proses implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss dalam 
Pasolong (2008: 59) mengungkapkan antara lain:  
a. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan 
b. Kelemahan institusi 
c. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif 
d. Kekurangan dalam bantuan teknis  
e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi 
f. Pengaturan waktu (timing) 
g. Sistem informasi yang kurang mendukung 
h. Perbedaan agenda tujuan antara aktor 
i. Dukungan yang berkesinambungan 
 
Hambatan- hambatan dari dalam suatu organisasi  dapat dilihat dari ketersediaan 
dan kualitas input yang digunakan seperti Sumber daya Manusia, dana, struktur 
organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistem dan 
prosedur yang harus digunakan. Hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua yang 
berpengaruh langsung ataupun tidak langsung pada proses implementasi, seperti 
peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, 
politik, sosial.  
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Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, 
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan 
teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 
dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012: 102). 
Adapun tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut 
Weimer dan Vining dalam Pasolong (2008: 59) yaitu :  
1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijkan yaitu sampai berapa benar teori 
yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah 
ditetapkan 
2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat 
dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif dan 
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen  
untuk mengelola pelaksanaannya 
